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Abstrak

Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI aktif di Basarnas
menjadi polemik terkait lembaga yang menangani. Tulisan ini menganalisis
bagaimana ketentuan mengenai penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota
TNI aktif. Pada saat ini setidaknya terdapat empat undang-undang terkait, yaitu UU
Peradilan Militer, UU TNI, UU KPK, dan KUHAP. Namun terdapat disharmoni
di antara undang-undang tersebut karena UU Peradilan Militer belum diperbarui
sebagaimana amanat UU TNI sehingga dinyatakan masih berlaku, Sebelumnya
persoalan ini pernah terjadi pada kasus suap di Bakamla yang pada akhirnya diadili
secara terpisah. Polemik ini akan terus berlanjut apabila permasalahan disharmoni
tidak diselesaikan. Badan Legislasi DPR RI perlu memprioritaskan undang-undang
sebelum era reformasi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas). Usulan memasukkan revisi undang-undang terkait
di Prolegnas dapat diusulkan oleh Komisi I pada saat membahas RUU yang terkait
dengan TNI dan Komisi 1II pada saat membahas KUHAP nantinya.

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) melakukan operasi tangkap
tangan  (OTT) dalam  kasus
dugaan suap di Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
(Basarnas). KPK menangkap 11
orang dan mengamankan barang

Koordinator Administrasi Kabasarnas
Letkol. ABC, Komisaris Utama
PT. Multi Grafika Cipta Sejati MG,
Direktur Utama PT. Intertekno
Grafika Sejati MR, dan Direktur
Utama PT. Kindah Abadi Utama RA.

Dugaan suap terjadi sejak
tahun 2021 dalam pelaksanaan

bukti uang Rp999,7 juta. KPK beberapa tender proyek melalui
selanjutnya ~ menetapkan  lima LPSE. Pada tahun 2023, Basarnas
tersangka, yaitu: Kabasarnas membuka tender proyek, antara lair} PUSLIT BKD
periode 2021-2023 Marsdya. HA, pengadaan peralatan pendeteksi
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korban reruntuhan senilai Rp9,9
miliar, pengadaan Public Safety
Diving Equipment senilai Rpl7, 4
miliar, serta pengadaan Remotely
Operated Vehicle (ROV) untuk KN
SAR Ganesha (multiyears 2023-
2024) senilai Rp89,9 miliar. HA
diduga bersama dan melalui ABC
mendapatkan nilai suap sekitar
Rp88,3 miliar (cnnindonesia.com, 26
Juli 2023).

Komandan Pusat Polisi
Militer (Puspom) Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Marsda. Agung
Handoko menyesalkan sikap KPK
karena tidak berkoordinasi dengan
penyidik Puspom TNI. Menurutnya,
penetapan  tersangka  perwira
militer hanya boleh dilakukan oleh
penyidik di Puspom TNI. KPK
mengaku khilaf dan meminta maaf
atas dan selanjutnya menyerahkan
penanganan dua orang anggota TNI
aktif kepada Puspom TNIL

Penanganan kasus Kkorupsi
yang melibatkan anggota TNI aktif
kemudian menjadi polemik terkait
yurisdiksi kewenangan lembaga
yang menangani. Tulisan ini akan
menganalisis ketentuan mengenai
penanganan kasus korupsi yang
melibatkan anggota TNI aktif.

Pendapat yang Berkembang

Menurut Presiden Joko
Widodo, terdapat 2 (dua) hal
menjadi  perhatiannya.  Pertama,

masalah koordinasi antarinstansi.
Kedua, tentang evaluasi terhadap
penempatan perwira TNI pada
jabatan sipil, tidak hanya di Basarnas.

Anggota Komisi III DPR
RI, Arsul Sani meminta KPK
melakukan dua hal.  Pertama,
agar 'mendinginkan' suasana
internal KPK, sehingga tidak
mengganggu kinerja KPK. Kedua,

KPK diminta menyelesaikan proses
hukum kasus dugaan korupsi
tersebut dengan mengacu pada
Bab XI Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tentang koneksitas. Menurutnya,
penyelesaian polemik ini dapat
dilakukan  berdasarkan  aturan
tersebut. Salah satu contoh yang
dikemukakan adalah penanganan
kasus tindak pidana  korupsi
pengadaan  Helikopter =~ AW-101
tahun 2015-2017.

Menteri Koordinator Bidang
Polittkk Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam), Mahfud MD,
menyatakan bahwa penanganan
kasus korupsi di Basarnas oleh
peradilan militer sudah tepat.
Menurutnya, berdasarkan  UU
No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, tindak pidana
yang dilakukan oleh anggota TNI
memang diadili lewat peradilan
militer. Meskipun ada UU No.
34 Tahun 2004 tentang TNI yang
mengatur bahwa tindak pidana yang
dilakukan oleh anggota TNI yang
bersifat tindak pidana umum diadili
di peradilan umum, sedangkan
yang bersifat tindak pidana militer
diadili oleh peradilan militer, namun
terdapat ketentuan Pasal 74 ayat
(2) bahwa sebelum ada Undang-
Undang Peradilan Militer yang baru,
hal tersebut masih dilakukan oleh
Peradilan Militer.

Disharmoni Undang-Undang

Polemik penanganan Kkasus
korupsi yang melibatkan anggota
TNI aktif dapat dikatakan bersumber
dari disharmoni ketentuan
dalam undang-undang. Disharmoni
undang-undang terdapat dalam
ketentuan UU Peradilan Militer, UU
TNI, UU KPK, dan KUHAP.



Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf
a UU Peradilan Militer disebutkan
bahwa Pengadilan Militer Tinggi
pada tingkat pertama memeriksa
dan memutus perkara pidana yang
terdakwanya adalah prajurit atau
salah satu prajuritnya berpangkat
Mayor ke atas. Artinya, semua
perbuatan pidana yang dilakukan
oleh prajurit akan diadili di
pengadilan militer.

Pasca-reformasi telah
diundangkan UU No. 34 Tahun
2004 tentang TNIL Dalam Pasal
65 ayat (2) disebutkan bahwa
prajurit tunduk kepada kekuasaan
peradilan  militer = dalam  hal
pelanggaran hukum pidana militer
dan tunduk pada kekuasaan
peradilan umum dalam  hal
pelanggaran hukum pidana umum
yang diatur dengan undang-
undang. Tindak pidana umum
(delicta communia) adalah tindak
pidana yang dimulai dengan
perkataan “barang siapa” dan yang
dapat dilakukan oleh siapa saja,
sementara tindak pidana militer
dimaksudkan keadaan pengertian
tindak pidana khusus (delik yang
hanya dapat dilakukan oleh orang
tertentu saja) atau delicta propria
(Rosidah, 2019: 43).

UU TNI telah membedakan
antara hukum pidana umum dan
hukum pidana militer. Berdasarkan
ketentuan tersebut, prajurit yang
melakukan pelanggaran hukum
pidana umum tunduk pada
kekuasaan  peradilan = umum.
Sayangnya, terdapat ketentuan
Pasal 74 yang menyebutkan bahwa
ketentuan Pasal 65 berlaku pada
saat  undang-undang  tentang
peradilan  militer yang baru
diberlakukan. Selama undang-
undang peradilan militer yang baru

belum dibentuk, tetap tunduk pada
ketentuan UU Peradilan Militer.
Selain UU Peradilan Militer
dan UU TN, terdapat UU KPK yang
dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa
KPK berwenang mengoordinasikan
dan mengendalikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi yang dilakukan
bersama-sama oleh orang yang
masuk dalam lingkup peradilan
militer dan peradilan umum. Selain
itu, juga telah diatur dalam KUHAP
Bab XI tentang Koneksitas. Pasal
89 KUHAP menyebutkan bahwa
tindak pidana yang dilakukan
bersama-sama oleh mereka yang
termasuk lingkungan peradilan
umum dan lingkungan peradilan
militer, diperiksa dan diadili oleh
pengadilan  dalam  lingkungan
peradilan umum, kecuali jika
menurut keputusan Menteri
Pertahanan dan Keamanan dengan
persetujuan Menteri Kehakiman
perkara itu harus diperiksa dan
diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan  peradilan  militer.
Kasus tindak pidana korupsi
yang dilakukan bersama-sama oleh
orang yang tunduk pada peradilan
militer dan peradilan umum juga
pernah terjadi dalam kasus suap di
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
tahun 2016. Dalam kasus tersebut
tersangka diadili dalam pengadilan
yang terpisah. Terdakwa Laksma
TNI Bambang Udoyo, divonis
hukuman penjara 4 tahun 6 bulan
dan dipecat dari kesatuan militer
oleh majelis hakim Pengadilan
Tinggi Militer Jakarta. Sementara
majelis hakim Pengadilan Tipikor
memvonis PT. Merial Esa bersalah
dan menghukum korporasi tersebut
membayar Rp200 juta dan uang
pengganti Rp126,1 miliar ke negara.
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Meskipun akhirnya akan
ada penyelesaian terhadap
penanganan tindak pidana korupsi
yang dilakukan bersama-sama
oleh orang yang tunduk pada
peradilan militer dan peradilan
umum, namun permasalahan
disharmonisasi ~ undang-undang
perlu segera dibenahi.

Wacana perubahan terhadap
UU  Peradilan  Militer  telah
mengemuka, namun sayangnya
perubahan undang-undang
tersebut tidak terdapat dalam
Prolegnas. Proses harmonisasi
RUU perlu mencermati ketika
ada rumusan yang terkait dengan
undang-undang lain, sehingga
seharusnya menjadi catatan
perlunya  penyesuaian  dalam
undang-undang  tersebut agar
sinkron. Dalam hal ini, misalnya
ketika membahas rumusan
Pasal 42 UU KPK, seharusnya
UU Peradilan Militer perlu
diperhatikan agar masuk dalam
Prolegnas untuk diperbarui
dan  diharmoniskan.  Terlebih
terdapat ketentuan dalam UU
TNI yang mengamanatkan untuk
memperbarui 9)8) Peradilan
Militer.

Penutup

Penanganan kasus korupsi
yang melibatkan prajurit TNI
aktif kembali menjadi polemik.
Pengaturan terhadap permasalahan
ini terdapat dalam UU Peradilan
Militer, UU TNI, UU KPK,
dan KUHAP yang kemudian
memunculkan interpretasi yang
berbeda mengenai undang-undang
yang mana yang seharusnya
digunakan. Hal ini menunjukkan
adanya  disharmoni = undang-
undang. Polemik ini akan kembali

terulang apabila  permasalahan
disharmoni undang-undang tidak
segera diselesaikan.

Komisi I DPR RI pada saat
pembahasan UU TNI dan Komisi
III DPR RI pada saat pembahasan
UU KPK atau KUHAP nantinya
dapat berperan untuk mengusulkan
RUU vyang perlu masuk dalam
Prolegnas ketika ada rumusan yang
terkait dengan undang-undang lain.
Selanjutnya Badan Legislasi DPR RI
dalam perencanaan pembentukan
undang-undang melalui Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu
memprioritaskan ~ undang-undang
sebelum era reformasi untuk
disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Badan Legislasi DPR RI pada tahap
pengharmonisasian, juga perlu
menyisir dan menginventarisasi
undang-undang lama yang
tidak sinkron agar masuk dalam
Prolegnas untuk menjadi prioritas
pembahasan.
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